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Abstract: This research raised problems response the public about free and marriage marriage paid at home in the
kecamatan kua largest city bengkulu .The purpose of this study is to find response the  public about free and marriage
marriage paid at home in the kecamatan kua  largest city bengkulu .This research use method juridical empirical , to
technique data collection interview,  chief and documentation, after data obtained were analysed according to miles and
huberman in sugiyono to analyze qualitative may be done by means reduction the data reduction) , presentation of the
data display) , conclusion (verification) , so that it can be drawn a conclusion to answer of any the existing problems.
The research showed response the public about free marriage in the kecamatan kua largest city bengkulu who gives
responnya through chief and interview known that the community kecamatan largest city bengkulu less responding well
, this is proven than 100 % the results of the answer informants them do not know with the establishment of pp .48 2014
that marriage at the kua free then the community kecamatan largest city bengkulu does not agree with marriage at the kua
although free this is proven from the answers of the informants 86 % does not agree with marriage at the kua and response
the public about marriage paid at home welcome positive although must spend money which is not a little .This is proven
from the answer chief informants said that they did not mind spent budget of rp .600,000,—when married at home of 94 %,
then the community approve marriage outside the kua equal to 100 %.
Keywords: Response of community, cost of marriage
Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan respon masyarakat tentang nikah gratis dan nikah berbayar di rumah di
KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat tentang
nikah gratis dan nikah berbayar di rumah di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini mengunakan metode
yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara, angket dan dokumentasi, setelah data didapat dianalisa
menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono untuk menganalisa kualitatif dapat dilakukan dengan cara reduksi data
(Data Reduction), penyajian data (Data Display), kesimpulan (verification), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan
untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian menunjukan respon masyarakat tentang nikah
gratis di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memberikan responnya melalui angket dan wawancara diketahui
bahwa masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kurang merespon dengan baik, hal ini dibuktikan dari 100%
hasil jawaban informan mereka tidak mengetahui dengan dikeluarkannya PP. 48 tahun 2014 bahwa nikah di KUA gratis
kemudian masyarakat kecamatan selebar kota Bengkulu tidak menyetujui nikah di KUA walaupun gratis hal ini dibuktikan
dari jawaban informan 86% tidak menyetujui nikah di KUA dan Respon masyarakat tentang nikah berbayar di rumah
menyambut positif walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban angket
informan yang menjawab tidak keberatan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,—bila menikah di rumah sebesar 94%,
kemudian masyarakat menyetujui pernikahan di luar KUA sebesar 100%.
Kata kunci: Respon masyarakat, biaya nikah
Pendahuluan
Di Indonesia gerakan untuk melakukan
pembaharuan hukum sudah dimulai sebelum
Indonesia merdeka. Di mana sudah ada hukum
tertulis tentang perkawinan bagi golongan-
golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu
itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama
Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang
mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-
undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan
dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya.
Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang
sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan
teori recepsi yang dikemukakan oleh Hurgronye,
Van Vollen Hoven, Ter Harr dan murid-muridnya.
Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa
itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha
memiliki Undang-undang Perkawinan sudah
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diusahakan sejak Indonesia belum merdeka.
Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan
tersebut pernah dibicarakan di Volksraad dalam
rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi
pada masa tersebut.1
Fenomena yang terjadi di masyarakat ber-
dasarkan hasil wawancara yang calon peneliti
lakukan kepada Kepala KUA Kecamatan
Selebar, bahwa masyarakat secara umum me-
milih untuk mengeluarkan biaya transportasi
dan jasa profesi nikah yang besar yaitu Rp.
600,000, yang disetor ke negara secara resmi
lewat BRI, dibanding memilih biaya nikah yang
sudah digratiskan oleh pemerintah. Dari rata-
rata 35 peristiwa nikah perbulan, hanya sekitar
2 peristiwa yang dilakukan di KUA dan gratis
atau hanya 5,7%. Data ini penulis ambil dari
KUA kategori Kelompok C (KUA Selebar)2.
Karena itu peneliti ingin meneliti lebh lanjut
gejala yang terjadi di masyarakat ini. Di satu
sisi sebelum adanya PP no. 48, masyarakat
mengeluh akan tingginya biaya nikah, setelah
PP. 48 masyarakat justru tidak memilih biaya
nikah yang gratis.
Fenomena yang terjadi ini apakah disebab-
kan oleh sudah mapannya perekonomian
masyarakat, sehingga sejumlah uang yang
disetor ke negara tersebut tidak memberatkan
mereka, atau karena sulitnya keluar dari budaya
lokal yang sudah mentradisi bahwa pernikahan
harus dilaksanakan di rumah, atau karena
adanya image negatif tentang pernikahan
yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama,
atau justru karena kurangnya sosialisasi dari
Kementerian Agama khususnya KUA. Karena
itu perlu dilakukan penelitian ini, sehingga
nanti dapat diperoleh gambaran faktor dominan
yang melatar belakangi masyarakat melakukan
pernikahan di KUA dan luar KUA.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana respon masyarakat tentang
nikah gratis di KUA Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu?
2. Bagaimana respon masyarakat tentang nikah
berbayar di rumah?
1 Prof. Dr.H. Abdul Manan, SH, S.Ip,.M.Hum, Aneka Masalah
Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Media
Group, 2008, h. 3.
2 Masyhuri, M.HI, (Kepala KUA Selebar Kota Bengkulu),
wawancara tanggal 04 Januari 2016.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang
nikah gratis di KUA Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang
nikah berbayar di rumah?
Metode Penelitian
Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi
fokus penelitian, penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (field research). Adapun
jenis pendekatan penelitian ini adalah deskripitif-
kualitatif. Dengan demikian, data-data yang
ditemukan sedemikian rupa akan didiskripsikan
sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk
selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis
secara induktif-kualitatif.
Landasan Teori
1. PP tentang Biaya Nikah
Setelah lama ditunggu, akhirnya PP Nomor 48
Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014.
PP ini adalah perubahan atas PPNomor 47 Tahun
2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Agama”.3
Terdapat beberapa tujuan kenapa PP Nomor
47 Tahun 2004 ini dirubah oleh PP Nomor 48
Tahun 2014. Di antaranya, adalah: (1) Semangat
menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas
dari gratifikasi; (2) Memperjelas keuangan yang
dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan;
(3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi,
dan penghargaan kepada para penghulu yang
menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar
jam kantor.
Tiga faktor tersebut yang tidak diakomodir
oleh PP Nomor 47 Tahun 2004 yang akan
dicermati di bawah ini:
1. Besaran Nominal
Perubahan yang ditetapkan di dalam PP
Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya yaitu
adanya multi tarif yang dikenakan kepada
masyarakat yang akan menikah. Di dalam
PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada
pasal 6: (1) Setiap warga negara yang
melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor
3iihttp://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-
dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas diakses 07 Februari
2016
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Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor
Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan
biaya pencatatan nikah atau rujuk. (2) Dalam
hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan
biaya transportasi dan jasa profesi sebagai
penerimaan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan; (3) Terhadap warga negara yang
tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban
bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk
di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah); (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan
tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00
(nol rupiah) kepada warga negara yang tidak
mampu secara ekonomi dan/atau korban
bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk
di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri Agama setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai
Penerimaan dari Kantor












Dari perubahan pasal ini dapat diketahui
bahwa penerimaan negara dari masyarakat
untuk biaya pernikahan berubah, yang tadinya
Rp 30.000,- untuk biaya pencatatan nikah dan
rujuk menjadi Rp 600.000,- untuk biaya nikah
dan rujuk.
2. Biaya Pencatatan Nikah Vs Biaya Nikah
Perubahan besar ini dapat dimaklumi,
karena adanya perubahan penggunaannya.
Perubahan penggunaan ini dapat dilihat dari
PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang merubah
PMA Nomor 71 Tahun 2009. Dari judul PMA
itu sendiri sudah dapat diketahui bahwa
adanya transformasi (perubahan) dari “biaya
pencatatan nikah dan rujuk” menjadi “biaya
nikah dan rujuk”. Di dalam PMA Nomor 24
Tahun 2014 yang baru adalah turunan dari PP
Nomor  48 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa
tidak ada lagi biaya pencatatan pernikahan
atau rujuk. Itu tercantum di dalam pasal 6
ayat (1).
3. Cara Penerimaan
Di dalam PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II
Pasal 1 ayat (1) Catin membayar biaya NR
kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag
melalui Bendahara Pembantu pada KUA. Di
dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB III Pasal
6 ayat (1) Catin wajibmenyetorkan biaya nikah
atau rujuk ke renening Bendahara Penerimaan
sebesar Rp 600,000,- pada Bank. Pada ayat
(2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh,
atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah
kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya
nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
Jadi jelas, bahwa perubahan juga terjadi
pada cara penerimaan PNBP. Yaitu yang tadi-
nya disetorkan/dititipkan melalui Bendahara
Pembantu di KUA yang kemudian disetor-
kan ke Bendahara Penerimaan Kemenag
Kabupaten/Kota, dirubah menjadi “disetorkan
catin langsung” ke rekening bank atas nama
Bendahara Peneriman PNBP Kemenag Pusat.
Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa kata
“wajib” di dalam pasal  6 ayat (1), adalah tidak
dapat diwakilkan. Sehingga pembayaran PNBP
sebesar Rp 600.000,- benar-benar dibayarkan
dan terhindar dari penyalah gunaan atau
terhindar dari prasangka buruk. Ini adalah
upaya transparansi kepada masyarakat.
4. Penggunaan Biaya NR
Penggunaan biaya NR pada PMA Nomor 71
Tahun 2009 ada pada BAB IV Pasal 5 ayat (2):
a. Peningkatan SDM dalam rangka me-
ningkatkan kualitas pelayanan NR kepada
masyarakat;
b. Pelayanan dan bimbingan di bidang per-
kawinan serta penegakan hukum; Investasi
yang berkaitan dengan kegiatan NR.
c. Pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung
dan investasi lainnya lainnya yang berkaitan
dengan pelayanan NR; dan Operasional
perkantoran dalam rangka meningkatkan
pelayanan NR serta transport Penghulu,
pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (P3N);
Ayat (3) Penggunaan PNBP NR dalam kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam RKA-KL dengan porsi sebagai berikut:
a. Kandepag Kab/Kota sebesar 20% dari Pagu
Pengeluaran;
b. KUA sebesar 80% dari Pagu Pengeluaran.
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Sedangkan di dalam PMA Nomor 24 Tahun
2014 penggunaan PNBP itu tercantum di dalam
pasal 11 ayat (1) PNBP Biaya NR digunakan
untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah
dan rujuk yang meliputi:
a. Transport dan jasa profesi penghulu;
b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
c. Pengelola PNBP Biaya NR;
d. Kursus pra nikah; dan
e. Supervisi administrasi nikah dan rujuk
Dalam hal ini, ada perbedaan jelas antara
penggunaan di dalam PMA No. 24 Tahun 2014
dan PMA No. 71 Tahun 2009. Di dalam PMA No.
71 Tahun 2009 penggunaannya menggunakan
bahasa yang sangat umum dan masih multi
tafsir, sehingga penggunaannya sangat fleksibel
bahkan kadang menjadi bias. Akan tetapi di
dalam PMA No. 24 Tahun 2014 penggunaannya
menggunakan bahasa yang sangat jelas dan lugas
tanpa multi tafsir, bahwa ada  5 pos penggunaan
anggara PNBP, yaitu: Penghulu, P3N, Pengelola
PNBP, Kegiatan Kursus Pra Nikah, dan Supervisi
Administrasi NR oleh Seksi Bimas Islam Kemenag
tingkat Kabupaten/Kota.
Pembahasan
Meneliti tentang permasalahan tentang
respon masyarakat nikah gratis dan nikah
berbayar di wlayah Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu terhadap besaran biaya pernikahan
yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas
Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
pada Kementerian Agama sebagai suatu realitas
di masyarakat melalui analisis normatif adalah
hal yang menarik. Sebab, masyarakat akan punya
pilihan untuk memilih antara yang Rp. 0,- kalau
menikah di KUA dan Rp. 600.000,- yang menikah
di luar KUA.
Dari hasil penelitian lapangan yang penulis
lakukan terhadap responden terdapat persepsi
yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula.
Berikut ini akan dianalisis secara kualitatif, dan
ditarik kesimpulan hukumnya.
Alasan yang pertama bahwa masyarakat me-
nyetujui mengenai besaran biaya pernikahan
yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas
Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Kementerian Agama adalah
hal yang mesti disetujui atau didukung dan tidak
perlu dipermasalahkan.
Alasan yang kedua bahwa masyarakat ber-
sikap tidak mendukung atau tidak menyetujui
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2014 tentang biaya pencatatan/pendaftaran
nikah, terutama menyangkut pemberlakuan
pencatatan/pendaftaran biaya nikah Rp. 0,-
(gratis) di KUA dan atau sebesar Rp. 600.000,-
yang pelaksanaannya diluar hari dan jam kerja.
Alasan dari kedua orang yang memberikan
persepsinya tentang biaya pernikahan yang diatur
oleh PP. No.48 Tahun 2014 karena dinggap terlalu
jauh margin biaya antara yang menikah di luar
KUA atau diluar hari dan jam kerja sebesar Rp.
600.000,- yang dianggap mahal dan hanya Rp.
0,- nikah di KUA. Jadi selisihnya Rp. 600.000,-.
Memperhatikan kedua persepsi yang berbeda
tersebut, nampak sekali memandang persoalan
besaran biaya pernikahan yang diberlakukan
untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48
Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada
Kementerian Agama dari dua sudut yang berbeda.
Bagi yang menyetujui diberlakukannya
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen
Agama atau tentang biaya nikah, nampak sekali
mengganggap bahwa peraturan tersebut dianggap
membantu masyarakat yang kurang mampu. Sudah
sepantasnya pula bahwa kebijakan pemerintahn
mempermudah masyarakat dalam berbagai
aspek, termasuk dalam urusan menikah dan
pencatatannya. Memang masih banyak pelayanan
instansi pemerintah yang tidak memberlakukan
pencatatan gratis, seperti pensertifikatan tanah,
ijin usaha atau pembuatan SIM.
Selayaknya pula pemerintah memprioritas-
kan pelayanan kepada masyarakat termasuk
pernikahan. Apalagi sekarang ini ditengah naiknya
harga BBM yang sangat signifikan yang tentunya
diikuti kenaikan harga bahan-bahan pokok,
termasuk juga tarif biaya angkutan manusia dan
barang. Dengan penetapan Rp. 0,- bagi nikah
di KUA dan Rp. 600.000,- bagi yang diluar KUA
menunjukkan bahwa pemerintah ingin melayani
masyarakat secara mudah.
Bagi yang tidak menyetujui diberlakukannya
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang
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Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kementrian Agama
atau tentang biaya nikah tentunya pula pespektif
lain. Meskipun hanya dikemukakan beberapa
responden namun memberikan gambaran bahwa
tidak semua orang menyambut baik peraturan
yang dibuat pemerintah tersebut. Mungkin bagi
mereka yang akan menikah di rumah atau di luar
KUA membayar Rp. 600.000,- untuk dimasukkan
ke kas negara adalah cukup besar.
Memperhatikan kedua hal tersebut, maka yang
mesti dipahami bahwa kebijakan pemberlakuan
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama
atau tentang biaya nikah ini sesungguhnya
sebagai terobosan penting, dimana pemerintah
memberikan layanan publik secara cuma-cuma.
Dalam banyak aspek, pemerintah juga dituntut
untuk menggratiskan biaya sekolah SD-SMP,
jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan
layanan sosial lainnya, demikian juga dalam
layanan administrasi pernikahan. Melalui layanan
free ini maka citra pemerintah akan semakin
baik dimata publik.
Oleh karenanya, melalui diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
tentang biaya pencatatan/pendaftaran nikah,
terutama menyangkut pemberlakuan pencatatan/
pendaftaran biaya nikah yang di laksanakan KUA
yang Rp. 0,- (gratis) dan  atau pelaksanaan diluar
hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-. membuat
masyarakat punya pilihan. Jelasnya pula tentu
masyarakat lebih memilih yang menikah Rp. 0,-
atau gratis daripada membayar Rp. 600.000,- yang
penting adalah sah menikahnya sesuai ketentuan
hukum perkawinan Islam (fiqih munakahat)
dan perundang-undangan yang berlaku, dan
dibuktikan dengan buku nikah.
Jelas PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah
tersebut menunjukkan kiinginan kuat pemerintah
memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.
Presiden SBY ketika menandatangani PP. No.
48 Tahun 2014 pada tanggal 27 Juni 2014 tersebut
tentunya sudah dipertimbangkan agar masyarakat
lebih baik dan tertib dalam pernikahan. Kedepan
diharapkan tidak ada lagi yang namanya nikah
illegal (tidak resmi) dan penghulu illegal yang
berani menikahkan tanpa SK Pemerintah dan
kurang memahami peraturan fiqih munakahat
dan peraturan pemerintahnya, yang ujung-
ujungnya hanya menyulitkan masyarakat saja
ketika akan mengurus berbagai administrasi,
seperti akta kelahiran anak, membuat paspor
dan lainnya.
Dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut
wajar kiranya masyarakat yang memberikan
persepsinya 90% mendukung. Sebab inti dari PP.
No.48 Tahun 2014 adalah agar terjaminnya dan
terasakannya manfaat dari pencatatan pernikahan
secara gratis tersebut yaitu:
1) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas
peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan
secara sah,
2) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh Negara),
dan
3) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi
Negara di bidang pernikahan.4
Jadi tepat kiranya masyarakat yang mendukung
diberlakukannya besaran biaya pernikahan yang
diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Kementerian Agama dan
memilih Rp. 0,- nikah di KUA agar masyarakat
mudah melaksanakan pernikahannya. Inti tujuan
dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014
adalah untuk kemudahan warna negara menikah
dan layanan free. Sebagaimana digariskan dalam




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Dari kedua persepsi hukum yang berbeda
tersebut, baik yang mendukung (menyetujui/
menganggap baik) nikah gratis dan nikah
berbayar dirumah dan melakukan penyetoran
ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang
4 Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tengga: Studi
terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer
di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), h. 149.
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Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama
maupun yang tidak menyetujuinya (menolak)
tentunya masing-masingnya mempunyai alasan
untuk memperkuat persepsinya.
Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut
jelas menekankan pada terbantunya masyarakat
yang akan menikah, bagi mereka yang penting
dapat menikah, nikahnya secara resmi, dapat
memilih tempat menikah dimanapun sesuai
keinginan mempelai, dan sangat membantu bagi
yang kurang mampu. Alasan tersebut tentunya
sangat rasional, masyarakat juga tentunya akan
beralih bertahap memilih nikah di di KUA saja
dan tentunya kedepan pegawai KUA lah yang
harus mempersiapkan Balai Nikah yang lebih
baik, lebih besar, lebih bersih dan refresentatif.
Tidak ketinggalan pula harus ada pelaminannya
yang baik pula agar masyarakat dapat berphoto
dan mendokumentasikan pernikahannya.
Bagi mereka yang tidak menyetujui kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah, dengan alasan-
alasan yang dikemukakan pula. Memang setiap
kebijakan tidak semua akan mendapatkan respon
yang positif dari masyarakat. Pro dan kontra
merupakan hal biasa. Belum lagi antara keluarga
calon pengantin yang ada menginginkan nikah
di rumah karena dianggap sesuatu yang sakral
mesti dihadiri seluruh anggota keluarga terpaksa
dilaksanakan di KUA sesuai hari dan jam kerja.
Sementara ada juga yang terpaksa menikah di
KUA karena tidak punya biaya menikah diluar
KUA dan lebih memilih gratis di KUA. Begitu
juga margin biaya nikah antara Rp. 0,- dan Rp.
600.000,- yang terlalu jauh. Berbeda dengan
PP. 47 Tahun 2007 yang menyamakan biaya
pendaftaran nikah di KUA dan diluar KUA dan
atau luar hari dan jam kerja yang sama-sama
Rp. 30.000,- saja.
Memperhatikan persepsi yang berbeda dengan
alasan yang berbeda pula, maka yang mesti
dipahami adalah Peraturan Pemerintah (PP)
No. 48 Tahun 2014 serta PMA No. 24 Tahun
2014 sebagai petunjuk teknisnya, merupakan
payung hukum yang dijadikan rujukan oleh
KUA, berkaitan dengan tarif “biaya” yang harus
dibayar oleh masyarakat yang berkehendak
melaksanakan pernikahannya, baik pernikahan
yang dilaksanakan di KUA, pada jam kerja
maupun di luar KUA serta di luar jam kerja.
Margin biaya yang jauh antara Rp. 0,- dan
Rp. 600.000,- menunjukkan bahwa pemerintah
ingin masyarakat kita memilih nikah yang Rp.
0,- di KUA, sebab pelayanan instansi pemerintah
hampir semuanya adalah dilaksanakan di kantor,
bukan di luar kantor atau di lapangan. Tidak
peduli pula apakah orang yang menikah tersebut
adalah orang miskin atau kaya, kalau nikah di
KUA adalah gratis. Tidak peduli pula apakah anak
pejabat/orang berpangkat atau orang melarat.
Dari PP. tersebut terjadi perubahan bahwa
sudah saatnya harus ada kejelasan biaya, tidak
ada penyamarataan seperti dahulu dimana
penerimaan Negara  dari masyarakat untuk biaya
yang tadinya Rp 30.000,- untuk biaya pencatatan
nikah dan rujuk kemudian diubah menjadi Rp
600.000,- untuk biaya nikah dan rujuk di luar KUA.
Perubahan penggunaan ini dapat dilihat dari
PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang merubah PMA
Nomor 71 Tahun 2009. Dari judul PMA itu sendiri
sudah dapat diketahui bahwa adanya transformasi
(perubahan) dari “biaya pencatatan nikah dan
rujuk” menjadi “biaya nikah dan rujuk”. Di dalam
PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang baru adalah
turunan dari PP Nomor 48 Tahun 2014 dapat
diketahui bahwa tidak ada lagi biaya pencatatan
pernikahan atau rujuk. Itu tercantum di dalam
pasal 6 ayat (1).
Mengenai tata cara penerimaannya, di dalam
PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II Pasal 1 ayat
(1) Catin membayar biaya NR kepada Bendahara
penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara
Pembantu pada KUA.
Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB
III Pasal 6 ayat (1) Catin wajib menyetorkan
biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara
Penerimaan sebesar Rp 600,000,- pada Bank.
Pada ayat (2) Apabila kondisi geografis, jarak
tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada
wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan
biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
Jadi jelas, bahwa perubahan juga terjadi
pada cara penerimaan PNBP. Yaitu yang tadinya
disetorkan/dititipkan melalui Bendahara Pembantu
di KUA yang kemudian disetorkan ke Bendahara
Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, dirubah
menjadi “disetorkan catin  langsung” ke rekening
bank atas nama Bendahara Peneriman PNBP
Kemenag Pusat.
Berdasarkan PP. tersebut pada prinsipnya
layanan pernikahan di KUA sama sekali tidak
dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga
miskin, maupun kaya. Artinya, melalui PP ini
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pula pemerintah melalui KUA sebagai instansi
di tingkat kecamatan sebagai instansi penyedia
layanan publik secara gratis, terbuka, dan ber-
asaskan pada persamaan hak di masyarakat,
silakan memilih antara yang gratis di KUA dan
Rp.600.000,- diluar KUA. Tujuannya dengan
pengaturan tersebut adalah ingin menjadi-
kan KUA yang berintegritas dan terbebas dari
gratifikasi. Itulah ungkapan Irjen Kemenag M.
Jasin ketika PP No. 48 Tahun 2014 ditandatangani
oleh Presiden SBY.
Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan
pihak yang menolak kehadiran PP. No.48 Tahun
2014 hanya karena margin biaya yang besar adalah
tidak tepat. Pemerintah telah memberikan pilihan
terbaik yaitu dengan menggratiskan pendaftaran
nikah di KUA. Akhirnya akan menjadikan KUA
adalah tempat pelayanan masyarakat dalam hal
keagamaan, di antaranya adalah pernikahan.
Dengan demikian, alasan-alasan yang di-
kemukakan pihak yang menyetujui PP. No.48
Tahun 2014 adalah sangat tepat. Dari 18
orang yang menyetujui, ternyata alasan bahwa
sangat membantu masyarakat yang menikah,
yang penting menikah secara resmi, penting
tetap dapat menikah dimanapun, dan sangat
membantu yang kurang mampu. Menunjukkan
bahwa sejalan dengan maksud kehadiran PP.
No.48 Tahun 2014 tersebut agar masyarakat
terlayani, tidak ada lagi yang namanya nikah
dibawah tangan.
Praktik pemerintah yang mengatur pencatatan
pernikahan dan dibuktikan dangan akta nikah,
meminjam istilah dalam epistimologi hukum Islam,
adalah metode istislah atau maslahat mursalah.
Meski secara formal tidak ada ketentuan ayat
atau sunnah yang memerintahkan pencatatan,
kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan
syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia. Atau dengan mengaanalogikannya
(qiyas) karena ada kesamaan illat, yaitu dampak
negatif yang ditimbulkannya.
Dengan demikian, besaran biaya pernikahan
yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas
Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama
adalah sebagai bukti pemerintah ingin adanya
regulasi yang secara garis besar menguntungkan
masyarakat, yaitu melalui pemberian layanan
publik secara cuma-cuma atau layanan free.
Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
tentang respon masyarakat tentang pernikahan
pasca pemberlakuan PP 48 Tahun 2014 Tentang
Biaya Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Selebar
Kota Bengkulu), dapat penulis simpulkan sebagai
berikut:
1. Respon masyarakat tentang nikah gratis di
KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang
memberikan responnya melalui angket dan
wawancara diketahui bahwa masyarakat
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kurang
merespon dengan baik, hal ini dibuktikan
dari 100% hasil jawaban informan mereka
tidak mengetahui dengan dikeluarkannya PP.
48 tahun 2014 bahwa nikah di KUA gratis
kemudian masyarakat kecamatan selebar
kota Bengkulu tidak menyetujui nikah di
KUA walaupun gratis hal ini dibuktikan dari
jawaban informan 86% tidak menyetujui nikah
di KUA.
2. Respon masyarakat tentang nikah berbayar
di rumah menyambut positif walaupun harus
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal
ini dibuktikan dari hasil jawaban angket
informan yang menjawab tidak keberatan
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,- bila
menikah di rumah sebesar 94%, kemudian
masyarakat menyetujui pernikahan di luar
KUA sebesar 100%.
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